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BANDAR UDARA KALIMARAU TANJUNG REDEB

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, instansi pemerintah
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum wajib menggunakan standar pelayanan
yang ditetapkan oleh  Menteri sesuai dengan
kewenangannya;

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas
pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar
Udara Kalimarau Tanjung Redeb diperlukan adanya
standar pelayanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar
Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar

Udara Kalimarau Tanjung Redeb;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara



2016, No. 1516

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4956);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
407);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4146);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
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Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4616);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5884);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007
tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka
Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi
Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332) sebagaimana telah
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17.

18.

19.

20.

diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 83 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara
Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 688);

Peraturan Menteri Perhubungan PM 77 Tahun 2015
tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar
Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi
Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1070);

Peraturan Menteri Perhubungan PM 178 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1771);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun
2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 979);
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR
PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KALIMARAU TANJUNG REDEB.

Pasal 1
Standar pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
Kalimarau Tanjung Redeb merupakan pedoman pelayanan
yang wajib dilakukan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar
Udara Kalimarau Tanjung Redeb dalam penyelenggaraan
kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa
kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan
keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada

bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

Pasal 2
(1) Standar pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara

Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb meliputi:

a. proses keberangkatan dan kedatangan penumpang;

b. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan
Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U);

c. pelayanan jasa penggunaan bandar udara di luar
jam operasi bandar udara;

d. pelayanan jasa penggunaan bandar udara alternatif
(alternate aerodrome);

e. pelayanan jasa pemakaian garbarata;

f. pelayanan jasa pemakaian tempat pelaporan
keberangkatan;

g. pelayanan jasa kargo dan pos pesawat udara;

h. pelayanan jasa penggunaan sarana dan prasarana di
bandar udara berdasarkan tugas dan fungsi; dan

i.  izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan
terbatas.

(2) Standar pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara
Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya terdiri dari

beberapa komponen yaitu:
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dasar hukum;

o P

persyaratan,;

sistem, mekanisme dan prosedur;

o o

jangka waktu penyelesaian;
biaya/tarif;
produk pelayanan;

sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;

5o o

kompetensi pelaksana;

e

pengawasan internal;
j- penanganan pengaduan, saran dan masukan;
k. jumlah pelaksana;
l.  jaminan pelayanan;
m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
n. evaluasi kinerja pelaksana.

(3) Standar pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar
Udara Kalimarau Tanjung Redeb sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 3
Standar pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
Kalimarau Tanjung Redeb sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2017.

Pasal 4

(1) Standar pelayanan Bandar Kantor Unit Penyelenggara
Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb yang telah
diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara
berkelanjutan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara
Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb.

(2) Hasil evaluasi dan perbaikan standar pelayanan pada
Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau
Tanjung Redeb sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disampaikan kepada Menteri Perhubungan.
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Pasal 5

(1) Untuk menerapkan standar pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Unit Penyelenggara Bandar
Udara Kalimarau Tanjung Redeb wajib menetapkan
maklumat pelayanan.

(2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban
penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai
dengan standar pelayanan telah ditetapkan.

(3) Maklumat pelayanan wajib dipublikasikan secara jelas

dan luas.

Pasal 6
Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
disusun sesuai dengan format maklumat pelayanan
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Oktober 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN 1
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 127 TAHUN 2016
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR
UNIT  PENYELENGGARA  BANDAR
UDARA KALIMARAU TANJUNG REDEB

BAE |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb
merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian
Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang bertugas melaksanakan
pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar ndara;
kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada

bandar udara yang belum diusahakan secara kKomersial.

Dalam rangka mewtjudkan visi dan menjalankan misi serta tugas dan
fungsi Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb,
diperlukan suatu acuan penyelenggaraan pelayanan antara lain
meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan
pelayanan jasa Kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara,
kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan,
kemudian untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut perlu juga
dibuat  acuan  penyelenggaraan  pelayvanan  sehingga  dapat

meningkatikan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu.

Dalam mengembangkan misinya, Kantor Unit Penyelenggara Bandar
Udara Kalimarau Tanjung Redeb membutuhkan Sumber Daya Manusia
(8DM) yang berkompeten serta sarana dan prasarana yang memadai.

Mengingat pelayanan jasa yang diberikan oleh Kantor Unif



2016, No. 1516 _10-

Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb sangat terkait
dengan kepentingan masyarakat yang menyangkut keselamatan dan
keamanan penerbangan, maka pelayanan jasa Kantor Unit
Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb dikategorikan
sebagai pelayanan puoblik  karena terkait dengan  masyarakat

penerbangan, dan merupakan tanggung jawab Pemerintah.

Sebagai organisasi publik, Kantor Unit Penyvelenggara Bandar Udara
Kalimarau Tanjung Redeb mempunyai tugas pokok dan fungsi yang
sangat erat lubungannya dalam rangka mendukung keselamatan dan
keamanan penerbangan. Prinsip dukungan keselamatai penerbangan
vang diberikan oleh Kanfor Unit Penyelenggara Bandar Udara
Kalimiarau Tanjung Redeb adalah untuk menjamin  keandalarn
operasional fasilitas penerbangan dan bandar ndara sesnai dengan
standar yang berlaku.

Tuntutan akuntabilitas kinerja mengharuskan Kantor Umnit
Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb meningkatkan
efektifitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran-sasaran kinerjanya,
termasuk kinetja dalam melakukan kegiatan pelayanan. Sebagai upaya
untuk menjamin kualitas pelavanan dan juga mengoptimalkan
keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, perlu disusun
sebual Standar Pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
Kalimarau Tanjung Redeb sebagaimana telah diamanatkan dalam
Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Standar pelayanan yang disusun memiliki indikator-indikator dalam
pencapaiannya yaitu mutu lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkai,
ketersediaan pelayanan dan kepuasan tanpa meninggalkan aspek
legalitas dalam pelaksanaannya dan mengedepankan pelayanan yang

baik kepada pengguna jasa.

B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Maksud disusunnyva Pedoman Standar Pelayanarn Kantor Unif
Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb adalah
untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas dalam
melaksanakari pelayanan jasa kebamdarudaraan dan jasa terkait
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bandar udara, kegiatan keanianan, keselamatan dan ketertiban
penerbangan yang menjadi tngas pekok Kanter Unit Penyelenggara
Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb dengan berorientasi
pada Kepuasan pengglna jasa namun tetap berpegang tegulh
terhadap peraturain dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam standar pelayanan ini adalah
agar pelayanan di EKantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
Kalimarau Tanjung Redeb dapat sesuai dengan prosedur,
schinigga manmipu bérsaing dengan badan Imikum lainya dalam
bidang pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar
udara, kegiatan keamianan, keselamatan dan ketertiban

penerh angan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Standar Pelayanan Kantor Uit Penyelenggara

Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb melipati:

a. identifikasi kondisi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
Kalimarau Tanjung Redeb saat ini (kondisi bandar udara dan jenis
pelayananmya);

b, identifikasi Standar Pelayanan Bandar Udara;

€. peéenjabaran Standar Pelayanan Bandat Udara.

Yang pelaksanaannya terdiri dari beberapa kompenen yaitu :

dasar hukum;

persyaratan,

sistem, mekanisme dan proseduir;

jangka wakti penyelesaian;

biaya/ tarif;

produk pelayanan;

sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;

kompetensi pelaksana,

ROl L T i

pengawasan internal;

-
=

. penanganan pengaduan, saran dan masukan;

i
—

. jumlah pelaksana;
12: jaminan pelayanan;
13. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;

14. evaluasi Kinerja pélaksana.
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BAB I
PENGERTTAN DAN PRINSIF STANDAR PELAYANAN

A. Pengertian

L

Standar pelayanan adalal tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yvang berkualitas, cepat,
mudal, terjangkau, dan terukur;

Maklumat pelayanan ddalahh pernyataan  tertulis yvang Dberisi
keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam
Standar Pelayanar;

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun
penduduk sebagai persecrangan; kelompok, maupun badan
hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan
publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;

Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam
memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan;
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkain kegiatan dalam
rangka pemennhan kebutnhan pelayanan sesuai dengan
perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau setiap watga negara dan penduduk atas
barang; jasa, danfatau pelayanan administratif yang disediakan
oleh Penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut
korporsi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik; dan badan
hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan
publik.

Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya
disebut  Organisasi Penyeclenggara adalah satuan ketja
Penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan
institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen
vang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk Kegiatan
pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-

mata untuk kegiatan pelayanan publik,
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8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana
adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di
dalam organisasi penyelenggara yang hertugas melaksanakan

tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Prinsip

Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan

dilalkukan dengan memperhatikan prinsip :

1. Sederhana
Standar Pelavanan yang niudah dimengerti, mudah diikut, mudah
dilaksanakan, muodah diukur, dengan prosedur yang jelas dan
biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.

2. Konsistensi
Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan harus
memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur,
‘persyaratan, dan penetapan bidya pelayanan vang terjangkau,

3. Parsitipatif
Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat
dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan
keselarasan atas dasar komitmen atan hasil kesepakatan.

4. Akuntabel
Hal-hal vang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara Kousisten
kepada pihak yang berkepentingan.

S. Berkelanjutan
Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan
sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.

6. Transparansi
Standar pelayanan harus dapat dengan mudal diakses oleh
seluruh masyarakat.

7. Keadilan
Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang
diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda
‘status ekonomi, jarak lokasi geagrafis, dan perbedaan kapabilitas

fisik dan mental.
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C. Kompomnen

Kempeonen Standar Pelayanan adalalh komponen yang merupakan

unstir-unsur administrasi dan nianajemen yang menjadi bagian dalam

sistemn dan proses penyelenggaraan pelayvanan publik. Berdasarkan

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tabhun 2009, setiap Standar

Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-

kurangnya meliputi:

1.

9]

10.

Dasar Hukum; adalah peraturan perundang-undangan yang
mienjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.

Persyaratan, adalah syarat (dekumen atan hal lain) yang harus
dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik
persyaratan teknis maupun administratif,

Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan
yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan; termasuk
pengaduan.

Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis
pelayarnedl.

Biaya/tarif, adalali ongkos vang dikenakan kepada penerima
layanan dalam mengurus dan/atau memperolell pelayanan dari
penyelenggara yang besartiya ditetapkan berdasarkan kesepakatan
antara penyelenggara dain masyarakat.

Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yangdiberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Sarana, prasarana, danj/atau tfasilitas, adalali peralatan dan
fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam
penyelenggara, pelayanan, termasuk peralatan dan  fasilitas
pelayanan bagi kelompok rentan.

Kompotensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki
oleh pelaksana meliputi pengetaliuan, keahlian, keterampilan dan
pengalamar.

Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan
pengawasan langsung yvang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja
atau atasan langsung pelaksana.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara

pelaksananaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
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11. Jumlah pelaksanaan, adalalh tersedianya pelaksana sesuai
dengan beban kerja. Informasi mengenai kompeosisi atan jnmlah
petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian
tugasnya.

12. Jaminan pelayanan, adalalhh memberikan Kkepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan:

13, Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam
bentuk komitmen nntuk memberikan rasa aman, bebas dari
bahaya, risike, dan keragu-raguan.

14, Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui
seberapa jauhh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar

Pelayanan.

Dalam penyusiunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan,
untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14
komiponen tersebut. Apabila dipandaiig perla, sesuai  dengan
karakteristik pada jenis atau penyelenggaraan pelayanan tertento,
maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen
lain dalam pengembangan Standar Pelayanan, Selain itu sebagai upaya
harmonisasi antar Peraturan Perundang-nndangan maka penyusunan
komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan Peraturan
Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan
seperti Standar Pelayanan (SPM), Standar Teknis Sektor, Standar
Operating Procedures (SOP) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
(NSPK).
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BAB III
IDENTIFIEASI KONDIST SAAT INI

Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan bandar udara
saat ini atan yvang sedang berjalan adalah nntuk mengenali, mendata dan
mengetahui sejauh mana kendisi atau kapasitas/kemampuan dari unsur-
unsur organisasi dan atau fingsi manajemen yang terkait dengan
Kompenen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan
pelayanan bandar udara, Unsur-unsur organisasi tersebut diantaranya yang
terkait dengan kelembagaan, SDM, sarand prasarana, anggaran, sistem dan
prosedur, serta aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu.
Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan
pelayanan bandar udara dapat dilakukan dengan cara observasi,
mempelajari; mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/atau
implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan

pelayanan bandar udara.

Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam
penyusunan Rancangan Standar Pelayanan Bandar Udara, Hal-hal yang
diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar pelayanan, antara lain
meliputi:

a. tugas, fungsi, dan dasar hukum kelembagaarn;

b. jenis pelayanan,produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;

c. mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
d

sdarana prasarana dan anggarari;

@

jumlah dan kompetensi SDM;

V)

pengawasan internal;
g.  pénariganan pengaduan, saran dan masukarn,
h. sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan

i. aspek-aspek lain yang terkait dengan koniponen standar pelayanan

Untuk memudahkan proses dalam identifikasi, perlu dilakukan langkah
pendataan dan pencatatan informasi dengan menggunakan alat bantu

Lembar Kerja, sebagai berikut:
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IDENTIFIKAS] TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN DASAR HUKLM
KELEMBAGAAN

Proses identifikasi ini dilakiikan dengan dipandu niclalui beberapa

pertanyaan, antara lain :

1) Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanaii;

2) Apa saja yang dimiliki/dilaksanakan oleh orgamnisasi (unit/satuan
kerja pelayanan);

3) Bagaimana bentuk/struktur, tugas, fungsi, dan kewenangan dari
kelembagaan satuan kerja pelayanan yang add saat ini;

4)  Instansifunit/Satker mana sdaja yvang terkait dengan proses

penyelenggaraan pelayanan dari jenis pelayanan yang akan
disusun Standar pelayanannya;

S) Peratnran/ketentuan apa saja yang terkait dan mendasari dengan
kewenangan penyelenggaraan pada jenis pelayanan yang akan

disusun Standar pelayanannya.

Tabel 1

Tugas , Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan

No.

Dasar Hiiki i/
ketentuan yang
terkait

Unsury/Aspek .
_ Uraian
Manajemen.

Kantor Umnit

Udara

Tugas dan Penyelenggara Bandar

Kalimarau

Permenhub
PM 40
2014

Fungsi Tanjung Redeb | Nomor

menipunyai tugas melaksanakan | Tahun

pelayanan jasa kebandarmidaraan dan
jasa terkait bandar udara, Kkegiatan
keamanan, keselamatan, dan ketertiban
penerbangan pada bandar udara yang
belum diutsahakan secara kemersial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut
Unit Bandar

Kantor Penyelenggara

Udara  Kalimarau  Tanjung  Redeb
menyelenggarakan fungsi:
1. Pelaksanaan penyusunan rencana

dan prograim;

sebagaimana
telahi diubah
dengan PM 83
Tahun 2015
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Pelaksanaan pengoperasian fasilitas
keselamatan, sisi udara, sisi darat,
dan alat-alat besar bandar udara
sertd fasilitas penunjang;
Pelaksanaan perawatan dam
perbaikan fasilitas keselamatatl, sisi
udara, sisi darat, dan alat-alat hesar
bandar udara serta fasilitas
penunjang;

Penyiapan pelaksanaan pelayanan
pengaturan pergerakan pesawat
udara (Apron Movement Control/ AMC)
serta penyusunan jadwal
penerbangan (slot time);
Pelaksanaar pengamanan pelayanan
pengangkiitan penumpang, awak
pesawat udara, barang, jinjingan, pos
dan kargo serta barang berbahaya
dan senjata,

Pelaksanaan pengawasan,
pengendalian keamanan dan
ketertiban di lingkungan kerja serta
pengeperasian, perawatan, dan
perbaikan fasilitas kéamanar
penerbangan dan pelayanan darurat
bandar udara;

Pelaksanaan kerja sama dan
pengembangan usaha jasa
kebandarudaraan dan jasa terkait
bandar udara;

Pelaksanaan pengoperasian dan
pelayanan fasilitas terminal
penumpang, kargo dan penunjang
serta pengelolaan dan pengendalian

hygiene dan sanitast;
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9,

10.

11.

Pelaksanaan koordinasi dengan
instansi/lembaga terkait
penyelenggaraan bandar udara;
Pelaksanaan urusan keuangan,
kepegawaian, ketatausahaan,
kerumahtanggaan, hukuin, dan
hubungan masyarakat; dan

Pelaksanaan evaluasi dan pelaperan

Kewenangan
menyelengga
rakan jenis

pelayanan

Pengoperasian fasilitas keselamatan,
sisi udara, sisi darat, dan alat-alat
besar bandar udara serta fasilitas
penunjang;

Perawatan dan perbaikan fasilitas
keselamatan, sisi ndara, sisi darat,
dan alat-alat besar handar uadara
serta fasilitas penunjang;
Pengaturan pergerakan pesawat
ndara (Apron Movement Control/ AMC)
serta penyusunan jadwal
penerbangan (slot time);
Pengamarian pengangkutan
penumpang, awal pesawat udara,
barang, jinjingan, pos dan kargo
serfa barang berbahaya dan senjata;
Kerja sama dan pengembangan
usaha jasa kebandarudaraan dan
jasa terkait bandar udara;
Pengoperasian dan pelayanan
fasilitas terminal penumpang, karge
dan penunjang serta pengelolaan dan

pengendalian hygiene dan sanitasi;

Permenhub
Nomor PM 406
Tahun 2014
sebagaimana
telah divibah
dengan PM 83
Talin 2015

Instansi/Uni
t/Satker
yang terkait
dengan

peniyelenggar

Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara

Direktorat Bandar Udara
Direktorat Keamanan Penerbangan
Direktorat Angkutan Udara

Permenhub
PM 40
2014

Nomeor
Tahun
sebagaimana

telah diubah
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aan - Kantor Otoritas Bandar Udara dengan PM 83
Pelayanan = Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2015

- Direktorat Jenderal [migrasi
-  Badan Karantina Pertanian

=  Kanter kesehatan pelabuhan

B. IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN,
MASYARAKAT DAN PIHAK TERICAIT

Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan penyusunan standar pelayanan
sesuai dengan ftugas, fungsi, dan kewenangan pada unit/satker
pelayanan. Berdasarkan tugas, fumgsi, dan keweénangan organisasi
unit/satker pelayanan, perhi diidentifikasi untuk diketaluii jenis-jenis
pelayanan apa saja diselenggarakan oleh unit/instansi yang
bersangkutan. Selanjutnya tntuk memtidahkan proses identifikasi
aspek jenis pelayanan dan masyarakat dapat dipandu dengan
menjawal pertanyaan, antara lain:

1) apa produk pelayanan yang diselenggarakan atau dihasilkan, dan
yvang diberikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai tugas
fungsi;

2) apa dasar hukum dalam penyelenggaraan pada setiap jenis
pelayanan tersebut;

3) siapa pengguna produk layanan baik yang langsung maupun tidak
langsung menggunakan dari hasil penyelenggaraan pelayanan
tersebut;

4) apa atau siapa pengguna layanan masyarakat inmum instamsi lain,

atau internal,

&

siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan produk

pelayanan yang diberikan.

Proses identifikasi pada saat ini sekaligus dapat di manfaatkan untuk
mengidentifikasi apa dan siapa pemangku kepentingan yang terkait
dengan jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanannya.
Selanjutnya jawaban atau hasil penelitian/kajian dari masing-masing
pertanyaan tersebut di atas dibuat catatan untuk dituangkan dalam
tabel 2 sebagai berikut:
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Tabel 2
Jenis Pelayanan, Produnk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait

Dasar Hukum | Masyarakat /
Jenis Pelayapan | Produk Pelayanan | Penyelenggaraan Pengguna Piliak Terkait
Layanan Layanarn
Proses a, Pemeriksaan PM 178 Tahun Penumpang a. Direktorat
Keberangkatan Penumpang dan | 2015 pesawat Bandar
dan Kedatangan Bagasi kedatangan dan Udara:
Penumpang b. Pelavanan Check keberangkatan | b. Kantor
In di bandara Otwritas
c. Imigrasi Bandar
Keberangkatan Udara Wil
d. Imigrasi VIL
Kedatangan ¢. Kantor Bea
e. Pelayanan Bea dan Cukai
dan Cukai d. Kantor
£ Ruang Tunggu Tmigrasi
Keberangkatan e. Kantor
g. Pelayanan Karautina
bagasi
Pelayanan Jasa | a. Jasa pendaratan | PP 15 Tahun |a. Badan a. Direktorat
Pendaratan, pesawat udara 2016 Usaha Bandar
Penempatan b. Jasa Angkutan Udara
dan Penempatan Udara b. Direktorat
Penyimpanan pesawat udara b. TNI Angkutan
Pesawat Udara |c¢. Jasa Udara
(PJPAH) Penyimpanan ¢. Kantor
pesawat udara Qtoritas
Bandar
Udara Wil
VIT
Pelayanan Jasa | Penambahan Jam PP 15 Tahun | Badan usaha a. Direktorat
Penggunaan Pelayanan Operasi | 2016 angkutan Bandar
Bandar Udara Bandar Udara udara Udara
di Luar Jam b. Kantor
Operasi Bandar Otoritas
Udara Bandar
Udara
Wil VIT
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Dasar Hukun | Masyarakat /
No. | Jenis Pelayapan | Prodiuk Pelayanan | Penyelenggaraan Pengguna Piliak Terkait
Layanan Layanan
4. | Pelayanan Jasa | Pelayanan untuk PP 15 tahun | Badan usaha a. Direktorat
Penggunaan kondisi tertentu 2016 angkutan Bandar
Bandar Udara udara Udara
Alternatif b. Kantor
(Alternaté Otoritas
Aerodrome) Bandar
Udara
Wil VII
5. | Pelayanan Jasa | Penyediaan fasilitas | PP 15 tahun |a. Badan a, Direktorat
Pemakaian garbarata 2016 lisaha Bandar
Garbarata angkutan Udara
udara b. Kantor
b, Penmumpang Qtoritas
Bandar
Udara
Wil VII
6. | Pelayanan Jasa | Penyediaan fasilitas | PP 15 tahun |a. Badan a. Direktorat
Pemakaisn Check In Counter 2016 usaha Bandar
Tempat angkutan Udara
Pelaporan udara b. Kanter
Keberangkatan b. Penunipang Otoritas
Bandar
Udara
Wil VII
7. | Pelayanan Jasa | Penyediaan PP 15 1tahun | a. Badan a. Direktorat
Kargo dan Pos fasihtas terminal 2016 Usaha Keamnanan
Pesawat Udara | Cargo Angkutan Penerbang
Udara an
b. EMPU L. Kantor
c. Pos Otoritas
[ndonesia Bandar
Udara
Wil VIT
8. | Pelayanan Jasa |a. Sewa tanahdan |PP 15 tahun | a Badan a. Direktorat
Penggunaan ruangan 2016 Usaha Bandar
Sarana dan b. Konsesi b. Masyarakat Udara
Prasarana di - Konsesi ¢. Pemerintah b. Kantor
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No.

Jenis Pelayanan

Produk Pelayanan

Dasar Hukuin

Penyelenggaraan

Layvanan

Masyarakat /
Pengguna

Layapan

Piliak Terkait

Bandar Udara
berdasarkan
Tugas dan
Fungsi

pengisian
bahan bakar
pesawat ndara
(Fuel Through
Pui)

- Konsesi atas
pengusahaan
tanah dan
ruangan

- Konsesi
penyimpanan
kendaraan
ermotor

- Konsesi
penyewaan
space iklan
yang
disewakan
kembali

- Shooting film,
pemotretan
dan promesi

- Penggunaan
traktor
pendorong
pesawat/
push back

tractor

Daerah

Otoritas
Bandar
Udata
Wil. VT

1zin masuk
daerah terbatas
dan daerah
keamanan
terbatas

Tanda izin masuk
daerah terbatas dan
daerah keamanan
terbatas

bagi orang dan

kendaraan

rr 15
2016
FM 33

tahun

Tahun
2015 sebagaiman
a telah diubah
dengan PM 167
Tabhun 2015

a. Badan usaha
bh. instansi

pemerintah

a. Direktorat
Keamana
o
Penerbang
an

b. Kantor
Otban.
Wil.VII
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C. IDENTIFIKAS] MEKANISME DAN PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA
DAN WARTU

Untuk mengidentifikasi mekanismeé dan prosedur, persyaratan biaya,
dan waktn penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan
dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur
persyaratan, biaya dan wakiu pelayanan yang telah di berlakukan saat

Sctiap jenis Tpélayanan diidentifikasi seluruli  aktifitasnya, dan
urutan/langkaly kegiatan pelavanannya. Dimulai sejak kegiatan awal
melayani ketika masyarakat datang, diproses menurut prosedur
layanan sampai selesai menerima pelayanan. Pada proses ini perlu
dicatat siapa saja pelaksana/petugas/meja/simpnl yang terlibat
menyelesaikan  setiap tahapan pekerjaan  tersebut. Juga dicatat
bagainiana peran masing-masing pelaksanaan/petugas melakukan
pekerjaan apa dalam proses penyelesaian pelayanan tersebut dan

memerlukan waktu beberapa menit/jam.

Setelah melalkikan pengamatan dan mempelajari, meneliti dan
mencatat realita; kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu

pencatatan sebagaimana tercantum pada Tabel 3 sebagai berikut:
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Tabel 3

Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Walta

Unit/Satker Pelayanan :
Jenis Pelayanan

2016, No. 1516

I. Mempunyai tiket yang

—

2. Mempunyai kartu

identitas/ pasport/KIT
AS

. Lolos pemeriksaan

A.FROSEDUR KEBERANGEATAN DOMESTIIK

1. Menyiapkan dokumen (tiket dan kartu identitas.

2, Barang-batang bawaan wajib diperiksa melalui X-
Ray

3 Benda Jogam seperti handphone, kunci, ikat
pinggang dan lainya agar dilaperkan dan diperiksa
melalni X-ray

4. Seluruh penumpang wajib melahi Walk Trough
Metal Detector | WTMD)

S.Apabila diperlukan penumpang diperiksa secara
Manual

6, Penumpang bisa melapor ke petugas security
apabila menggunakan alat pacu jantung atau
menibawa senjata api.

7.Menyiapkan dokumen (tiket dan identitas) dan
melapor di counter check-in yang sesuai dengan

Sesuai dengan | Sesnai Kepala
PP 15 Tahun | denganPM | UPBU
2016 178 talun

2015

kedatangan
penumpang
domestik

nomor penerbangan (2 jam sebelum keberangkatan)
8. Penumpang memperoleh  boarding puss  dan
memasuki SCP 2.
9. Penumpang merasiki ruang hinggu keberangkan
sesuai dengan lokasi yang tertera di boarding pass
dan mentinggn jadwal keberangkatan.

B. PROSEDUR KEDATANGAN DOMESTIK

1. Penumpang turun dari pesawat menuju terminal

2. Setelah berada di terminal kedatangan penumpang

menuju area Baggage Claim untuk pengambilan.

3. a Bagi penumpang dengan penerbangan lanjutan
menuju ke counter wansit guna melaporkan
penerbangan lanjutan.

b. Perumpang  memasuki ruang  tunggu
keberangkan sesuai dengan lokasi yang tertera
di boarding pass dan menunggu jadwal
keberangkatan

www.peraturan.go.id



2016, No. 1516

-26-

L:;:rj:n Persyaratan Pelavanan Mekaniswe dan Prosedur Biaya Wakiu
Pelayanan Jasa | 1. Memiliki Izin Rute; 1. Airline mengajukan permohonan kepada Kepala | Sesuaidengan | Sesnai Kepala
Pendaratan, 2, Memiliki Slot Time; TUFBU. PP No 15 Penggunamm UPBU
Penempatan 3, Memiliki izin terbang 2, Setelah dilakukan analisa Kepala Bandar Udara | tahun 2016
dan (Flight Approved). memberikan persetujnan berupa slot time pada
Penyimpanan bandar udara, dengan perjanjian.
Pesawat Udara 3. Menyampaikan persetujuan izin terbang dari
(PJP4LY Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
4. Airline dan bandara membuat Service Level Agreement
{SLA)
5. Airline dapat beroperasi di bandara.
Pelayanan Jasa | 1. Memiliki Jzin Rute; 1. Airline mengajukan permohonan kepada Kepala | PP 15 tahun Waktu Kepala
Penggunaan 2. Memiliki Stot Time; UPBU. 2016 perizinan 30 | UPBU
Bandar Udara di | 3. Memiliki izin terbang 2, Kepala UPBU berkoordinasi dengan unit kerja terkait. menit
Luar Jam {Flight Approval); 3. Kepala UPBU memberkan persetujuan  apakah setelah
Operasi Bandar | 4. Memennhi syarat permohonan  disetnjui/ditolak  sebagai  dasar menerima
Udara operasi bandar udara. permohonan Flight Approval (FA) Flight
4, Repala UFPBU memberikan surat Approval
persetujuan/ penolakan kepada pemohion fairfine). dari Ditjend
5. Airline menyampaikan persetujnan terbang (Flight habud
Approval) dari Ditlend Hubud kepada Kepala UPBIU.
1:;:; Persyaratan Pelayanan Mekanisme dan Prosedur Biaya Waktu Pﬁn:;ﬁmlg
6. Kepala UPBU mengkoordinasikan dengan unit kerja
terkait untuk melayani penerbangan di luar jam
operasi bandar udara.
Pelayanan Jasa | 1. Memiliki zin Rute 1. ATS unit menyampaikan informasi tentang | Sesuaidengan | Sesuai Kepala
Penggunaan 2. Memiliki Stot Time penggunasan  bandar wudara sebagai  Alternale | PP No 15 Penggunaan | UPBU
Bandar Udara 3, Memiliki izin terbang Aerodrome tahun 2016
Alternatif (Flight Approveal 2. Apabila penggunaan Dbandata sebagai Alfernate
{Alternate 4. Memenuhi syarat Aerodrome masil dalam jam operasi bandara, kepala
Aerodrome) operasi bandar udara UPBU mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait.
3. Apabila penggunaan bandara sebagai alternate diluar
jam operasi maka kepala UPBU menganalisa kesiapan
aperasi bandar udara:
4. Dalam hal ketentuan butir 3 tidak dapat dipenubi
kepala UPBU membuat surat penolakan.
Pelayanan Jasa | Terdapat garbarata yang Airline menyampaikan jadwal penerbangan Sesuai dengan | Sesuai Kepala
Pemakaian memenuhi standar 2, AMC Menyiapkan parking space plan 1 hari sebelum | PP No. 15 Penggunaan | UPBU
Garbarata pelayanan pelaksanaan tahun 2016
3. Pada saat kedatangan pesawat udara, AMC
menempatkan pesawat sesuai dengan space plan
4. Operator garbarata menghubungkan garbarata

www.peraturan.go.id
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dengan pesawat, mengunci dan stand by sampai
pesawat berangkat,

5. Operator garbarata siap saat dilakukan boarding,

6. Setelah selesai operator garbarata mengembalikan
posisi garbarata ke posisi semula.

Pelayanan Jasa | Tersedia counter Check- 1. Airline mengajukan permohonan pengguinaan counter | Sesuai dengan | Sesuai Kepala
Pemakaian in yang sesuai standar check-in. PP No. 15 Penggunaan | UPBU
Tegpat pelayanan 2, Kepala UPBU menganalisa, mengalokasikan, dan | tahun 2016
Pelaporan mengkoordinasikan dengan umit kerja terkait agar
Keberangkatan penpgunaan  counter  check-in - sesuai  standar

pelayanan.

3. Kepala UPBU memberikan persetijuan penggunaan

counter check-in melalii service level agreement.
Pelayanan Jasa | Tersedianya terminal 1. Penyelenggara layanan jasa kargo dan  pos | Sesuai dengan | Sesual Kepala
Kargo dan Pos | kargo mengajukan  permohonan  kepada kepala UPBU | PP No. 15 Penggunaan | UPBU
Pesawat Udara dengan melampirkan sertifikat operasi dan izin | tahun 2016

operasi jasa terkait,

2. Kepala UPBU menganalisa berdasarkan busmess plan
bandar udara.

3. Apabila permohonan disetujui kepala UPBU dan

pemohon membuat perjanjian kontrak/ perjanjian
tingkat layanan (service level agreement).

Pelayanan Jasa | Tersedianya satana dan | 1. Pengusaba jasa terkail —mengajukan permohonan | Sesuai dengan | Sesnai Kepala
Penggunaan prasarana kepada kepala UPBU, PP No. 15 Penggunaan | UPBU
Sarana dan 2. Kepala UPBU menganalisa berdasarkan business plan | tahun 2016
Prasarana di bandar udara,
Bandar Udara 3. Apabila permohonan disetujui kepala UPBU dan
berdasarkan pemohon  membuat  perjanjian  kontrak/ perjanjian
Tugas dan tingkat layanan (service level agreement).
Fungsi
Izin masuk 1. Surat permyataan dari | 1. Surat Permohonan diajukan kepada kepala UPBU | Sesuai dengan | Sesuai Kepala
daerah terbatas atasan di tempat dengan melengkapi persyaratan .yang diteteapkan PP No. 15 Penggunaan | UPBU
dan daerah pemohon beketja 2. Permohenan yang dinyatakan memenuhi syarat | tahun 2016
keamanan 2. Daftar riwayat hidup administrasi wajib mengikuti Security Awareness dan
terbatas 3. Identitas diri si pemohon  wajib  mengisi  sendiri  Formulir

{KTP, Paspor atau Wawancara.

KITAS) 3. Setelah memenuhi semua ketentnan yang berlaku

4. Backgreund check dari maka bisa diterbitkan pass bandara
kepolisian, surat
keterangan catatan

www.peraturan.go.id
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kepelisian (SKCK)
kecuali bagi pegawai
dan pegawai badan
usaha milik negara;
dan

5. SK Pegawai atau
kontrak kerja

www.peraturan.go.id
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IDENTIFIKAST SARANA DAN PRASARANA

Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana
dan prasarana yang digunakan unit/satker/Instansi dalam  tugas
penyelenggaraan pelayanan. Dalam tabap ini perli mengenali dan
mendata meliputi apa saja dan berapa jumlah/kapasitas sarana dan
prasarana yang tersedia untuk aktifitas penyelenggaraan pelayanarn.

Sarana merupakan fasilitas utama yang mendukung kegiatan
penyelenggaraan pelayanan di bandar udara. Prasarana merupakan
segala sesuatu yvang merupakan penunjang utama terselenggaranya
pelayanan di bandar udara. Setelah melakukan pengamatan,
mempelajari, dan mendata niengenai kondisi ketersediaan sarana,
prasarana, dan dukungan anggaran, selanjotnya hasilnnya dituangkan
dalam alat bantu pencatatan sebagaimana tercantum pada Tabel 4

berikut:

2016, No. 1516

Tabel 4
Sarana dan Prasarana
Jumlah
No. Jenis Layanan Sarana Prasarana Pelavanan .
: : ([Init)
1. Proses Pemeriksaan A |8SCP 1
Keberangkatan | Penumpang a. |X-ray 2
dan Kedatangan | dan Bagasi WTMD 2
Penumpang ¢, | HHMD 2
Ruang Pemisahan
d Senjata dan Penitipan )
senjata serta
kelengkapannya
Ruang Komandan
© Security !
" Meja Pemeriksaan 5
Bagasi
g | CCTV 1 Set
h. | AC Central 1
B | SCP 2
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No, | Jenis Layanan Sarana Prasarana Pelayanan th;mlﬂ;;h
X-Ray 2
WTMD 2
c, | HHMD 2
Ruang Pemeriksaan
d- Khusus !
Meja Pemeriksaan ‘
“ Bagasi Cabin ;
f. CCTV 1'Set
g. | AC Central 1
a. | Counter Check I desk 13
b. Conveyor 13
Pelayanan c. | Timbangan Conveyor 13
Chek In
Counter Information
d. 16
Display
e. | FIDS 1 Set
T AC Cerxtral 1
g. | CCTV 1 Set
Imigrasi
Keberangkatan
Imigrasi
Kedatangan
Pelayanan Bea
dan Cukai
Ruang Tunggu a, | Kursi domestik 500
Keberangkatan b. | Disable Waiting Room 1
c. |FIDS 1 Set
d. | Display Information TV 3
e. | Magazine Box 2
. | Kotak Saran 1




-31-

2016, No. 1516

No. | Jenis Layanan Sarana Prasarana Pelayanan ngljih
f. | Boarding Call 1
g | AC Central 1
h. CCTV 1 Sct
Pelayanan a. | Trolly 200
bagasi b. Conveyor 13
c. | CCTV 1 Set
d. | Timbangan Conveyor 13
e. | BTT 1
Fasilitas Yang a, |ATM 4
Memberi Nilai b. | Mushola 2
Tambah ¢. | Nursery Room 1
d. | Smooking Room 1
e. | Restaurant 10
f. | Fasilitas Belanja 3
g. | Tempat Bermain Anak 1
h. | Wifi 1
i. Charging Station 2
3 Lounge 1
2. | Pelayanan Jasa | Jasa a. | .Rumwuay Light 1 Set
Pendaratan, pendaratan b. | Approach Light 1 Set
Penempatan dan | pesawat udara c. | PAPI 1 Set
Penyini panan d. Taxiway Light 1 Set
Pesawat Udara e. | Rurway 1
(PIP4L) Taxiway 2
g. | Apron Light 1 Set
Jasa a. | Parking Stand 7
penempatan b. | ADGS 2
pesawat udara c. | R AMC 1
d. | Flood Light 4
Jasa
penyimpanan
pesawat udara
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No. | Jenis Layanan Sarana Prasarana Pelayanan J;ijih
a. VRunway Light 1 Set
3. Pelayanan Jasa | Fasilitas b. | Approach Light 1 Set
Penggunaan penanmbaharn c, | PAPI 1 Set
Bandar Udara di | jam pelayvanan d. Taxiway Light 1 Set
Luaar dJam aperasi bandar e. Parking Stand 7
Operasi Bandar | udara f. ADGS 2
Udara g | R AMC 1
h. | Flood Light 4
i, Trolly 200
j- | Conveyor 2
k. | Apron Light 1 Set
L Runway 1
m. | Taxiway 2
n. | Apron 1
0. |.AC Central 1
p: cCcTv 1 Set
4. | Pelayanan Jasa | Fasilitas a. | Runway Light 1 Set
Pengglinaan penggunaan b. | Approach Light 1 'Set
Bandar Udara bandar udara c. | PAPI 1 Set
Alternatif Alternatif d. | Taxiway Light 1 Set
{Alternate {Alternate e. | Parking Stand 7
Aerodrome) Aerodrome) £ ADGS 2
g. | R AMC 1
h. | Flood Light 4
i. | Trelly 200
- Conveyor 2
k. | Apron Light 1 Set
L Runway 1
m. | Taxiway -
n. | Apron 1
0. AC Central 1
p- | CCTV 1 Set
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No, | Jenis Layanan Sarana Prasarana Pelayanan thgl;l;h
Pelayanan Jasa o
5. | Pemakaian Fasilitas a. | Garbarata 2
Garharata Sl
b. | Push Back Car 2
6. | Pelayanan Jasa Fasilitas a. Counter Check In desk 13
Pemakaian pemakaian b. | Conveyor 13
Tempat tempat ¢. | Timbangan Conveyor 13
Pelaporan pelaporan Counter Information.
Keberangkatan keberangkatan d Display 1©
e. | AC Central 1
T Pelayanan Jasa | Fasilitas kargo | A | R. Incoming 2
Kargo dan Pos dan pos a. | R Pengendapan DG 1
Pesawat Udara pesawat udara b | Sekat Pembatas 5
BTT 1
d. | Storage Cool Room 1
e, |CCTV 1 8¢t
B | R. Out going
a, | Xray 2
b. WTMD 1
c. | HHMD 1
d. |R .Pengendapan DG 1
&, Storage Cool Room 1
L BTT 1
g | CCTV 1 Set
C |Tras Umum
a | R. Kantor 1
b R. karyawan
¢ | R. Kamntor Perwakilan S5
d | Parkir 13
€ Selasar G
[ | Pos Keamanan
8. | Pelayanan Jasa | Fasilitas a. Ruan_gan 40
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No. | Jenis Layanan Sarana Prasarana Pelayanan ngljih
Penggunaan Penggunaarn b. | Lahan 1
Saraiia dan Saraiia dan c. | Konsesi atas Pengusahaan
Prasarana di Prasarana di Pengisian BBM Pesawat !
Bandar Udara Bandar Udara |d. | Neon Bex 9
berdasarkan €. | Pos Pariwisata 1
Tugas dan [. | Bill Board 2
Fungsi g. | Trolly (Sticker) 50

h. | Tempat Parkir 1

9, Pelayanan [zin Izin masuk a. Background Warna 1
masuk daerah daerah . Mesin Cetak Pas
terbatas dan terbatas dan b Bandara :
daerah daerah ¢. | Kamera 2
keamanan keamanan
terbatas terbatas d. | Komputer !

E. IDENTIFIKASI JUMLAH DAN KOMPETENSI SDM

Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untuk

mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-
kurangnya nmendata: jumlah pelaksanan, jenjang pendidikan, pangkat,
pelatihan, atau keterampilan yang dimiliki atau yang pernah dilkuti,
serta jabatan dan uraian tugas kerja masing-masing.

Setelah dilakukan pengamatan, penelitian, dan pendataan mengenai
konidisi kapasitas SDM, selanjutiiya hasilnya dituangkan dalam alat
bantu pencatatan sebagaimana tercantum pada Tabel S sebagai

berikut
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Tabel 5

Jumlah dan Kempotensi SDM

Ne

Iualifikasi

Produk
: SDM yang, Jumiah SDM Keterangan
Pelayanan :
tersedia

1 NO | PENDIDIKAN | JUMLAH

=

SD -

SLTP -
SMA 75

DAl -

D11

D-V/S1
S2

w| ~| of ef &) wf o

S5
D-I1 9
6
1

Jumlah 96

=

PENGAWASAN INTERNAIL

Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar
Pelayanan dalam penyelenggaran pelayanan. Oleh karena ita perlu
diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi
pengawasan pada unit/satker. Apakah pada unit/satker Pelenggara
Pelayanan sudah ada dan telah berfungsi sérta bagainiana statiis dan
bentuk organisasi (struktiral/fungsional).

Sctelah  itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam  alat bantu

pencatatan sebagaimana tercantum pada tabel 6 sebagai berikut:
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Tabel 6

Pengawasan Internal

layanan,

Status :
Dukaungan
[Bemtuk Prosedur : Sarana Ket
SDM
Organisasi
FPengawasan
[nternal inteimal
Audit berupa
Kantor Pelaksanaan Program dan audit atau
Kegiatan
Unit. l inspeksi
Penyelengg yang
Fasilitas/peralatan .
ara Bandar darll Keia naan dilakukan
Udara ¥ dalam
Kalimarai Feed Back interval
Tanjung waktu
Redeb fertentu
Tindak lanjut | untulk
menjamin
@ Kualitas
(quality
assurance)
produk
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PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah satu
komiponen standar pelayanan dalam penyelenggaraarl pelayanan. Oleh
karena itu perlu diteliti bagaimana kondisi pengelolaan pengadnan,
saran; dan masukan pada unti/satker untuk jenis layanan tertentu
saat ini. Jika telah ada sistem dan fungsi, bagaimana status dan
bentuk organisasi; tugas dan fungsi, prosedur, tindak lanjut dan
dukungan SDM.

Setelah  iti  selanjutnya  hasilnya  dituangkan dalam alat  bantu

pencatatan sebagaimana tercantum pada Tabel 7 sebagai beriknt:
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Tabel 7
Penangandn Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Help desk

layanan 2. Kotak Pengaduan | Pelayanan

3. Nowmor Telephone | dan Jasa
1 (0554) 2027471,
Fax : (0554)
2027472 dan
Email :
bandara kalimara
u@yahoo.co.id

‘saran dan

www.peraturan.go.id
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IDENTIFIKAS] JAMINAN LAYANAN DAN JAMINAN KEAMANAN

Memberikan pelayanan pengujian, perawatan, perbatkan dan
pelayanan penyéwaan dibidang elektronika, mekanikal dan listrik
penerbangan serta sipil dan lingkungan bandar udara yang berorientasi
kepada kepuasan dan kepercayaan pengguna jasa. Untuk mencapai hal
tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf Kantor Unit Penyvelenggara
Bandar Udara Kalimaranl Tanjung Redeb harns mempunyai kemitmen
wituk menjamin kepuasan dan kepercayaan pengguna jasa dan
memperbaiki sistem manajénien muti secara berkesinambungan
dengan menerapkan sistem manajemen mutn serta berpegang. teguh

kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kantor Unit Penyelenggara Bandar

Udara Kalimarau Tanjung Redeb akan:

1. Meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan yang diarahkan untuk
mendukung Keselamatan dan keamanan penerbangail;

2.  Mengembangkan kemampuan dan kemandirian sumber daya
pembiavaan;

3. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif
dan inovatif;

4. Membina Kerjasama yang saling menguntungkan dengan Bandar
Udara dan Instansi terkait.

Pimpinan dan seluruh staf Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
Kalimarau Tanjung Redeb bertekad untuk melaksanakan Kebijakan

Mutu ini yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari-hari.

2016, No. 1516
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BAB IV
STANDAR PELAYANAN

identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan standar

pelayanan di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

Kalimarau Tanjung Redeb sebagai herikut:

1. Preses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang.

Rangkaian kegiatan penumpang mulai dari masuk ke terminal sampai

dengan naik ke pesawdt terbang dan rangkaian kegiatan penumpang

mulai dari turun dari pesawat terbang sampai meninggalkan terminal.

NG | KOMPONEN

Tl Dasar

Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari

penyelenggaraan proses keberangkatan dan

kedatangan penumpang di Kanter Unit Penyelenggara

Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb sebagai
berikut:

a.

o

d.

Undang—Undang Nemer 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Taliun 2001

tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001

tentang Kebandarudaraan;

Peraturanr Pewmerintalhh Nomor 15 Tahun 2016
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada

Kementerian Perhubungan;

. Peraturan Menteri Perliubungan Nomor PM 40

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
sehagaimana telah  diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2015;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomer PM 33
Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk

(Access Control) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di
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h.

Bandar Udara sebagaimana telah diubali dengan
Peraturan Menteri Perhubungan PM 167 Tahun
2015;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127
Tahun 2015 tentang  Program  Keamanan
Penerbangan Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 20 16;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77
Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi
Fasilitas Bandar Udara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
92 Tahun 2016;

Peraturan Menteri Perhuburnigan Nomor PM 178
Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna
Jasa Bandar Udara;

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor  Skep/347/XI1/1999 tentang Standar
Rancang Bangun Dan/Atau Rekayasa Fasilitas dan

Peralatan Bandar Tdara;

. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomer Skep/91/2007 tentang Penilaian Kinerja
Bandar Udara;

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nemeor KPP 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis
Operasional P8 Bagian 139-11 Lisensi Personel

Bandar Udara.

Persyaratan

Pelayanan

. Mempunyai tiket yang sesuai dengan kartu identitas

2. Mempunyai karta identitas /pasport/ KITAS

3. Lolos pemeriksaan security

2016, No. 1516
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3. | Sistem, PROSEDUR KEBERANGKATAN DOMESTIK

mekanisme

Mernyiapkanan
dokumen tiket
‘dankartu

dan

prosedur

Proses Marang-
barang baviaar wajik

!

Piises panumpang
mellavat! WD

ountarEhepkin:

Proses penumparg
memasull ruang turagy:

PROSEDUR KEDATANGAN DOMESTIIK

‘Menuju termiral’

Manuju ke ruang
keberanglatapdean
menanagy kebermgkstun
‘herikirthva,

4. Janglka: Sesuai dengan PM 178 Tahun 2015

Penyelesaiari

www.peraturan.go.id
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Biaya/tarif | Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU

Produk a. Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi
Pelayanan b. Pelayanan Check In

¢. Runang Tunggu Keberangkatan

d. Pelayanan bagasi

Sarana, _ _ Jumlaly
) No. Alat Uji/Ukur/Instrumen ,
prasarana, (Uit
dan/atau 1 Xttty 6
fasilitas 2 Walk Through Metal Detector 5}
3 Hand Held Metal Detector 3
Ruang Pemisahan Senjata dan
4 Penitipan senjata serta 1
kelengkapannya
5 Ruang Komandan Security 1
6 ccrv 1 Set
7 Megja Pemeriksaan Bagasi 2
8 AC Central 1 Set
9 Ruang Péemeriksaan Khusus 1
10 Meja Pemeriksaan Bagasi Cabin 2
11 Counter Check In desk 13
12 Conveyor 13
13 Timbangan Conveyor 13
14 Counter Information Display 16
15 | Kursi domestik 500
16 Disable Waiting Room 1
17 FIDS 1 Set
18 Display Information TV 3
19 HP Charger Box 2
20 Magazine Box 2
21 Kotak Saran 1
22 Trolly 200
23 Parkir Inap 1
24 R. Informasi 1
24 Customer Service Center 1
26 Customer Service Airline 1
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27 R Pengendapan DG 2
28 Sekat Pembatas o)
29 Storage Cool Room 1
30 Mushola 1
31 Toilet 3
32 Parkir 13
33 Selasar 5
34 Pos Keamanan 2
35 KK 2
36 Pos Polisi 1
37 BIKSDA 1
38 Pos Pengamanan Terpadu 3
39 Pos Pariwisata 1
40 Pos Access Conirol 2
41 Restaurant 10
42 Fasilitas Belanja 3
43 Tempat Bermain Anak A
14 Wifi 1
45 Lounge 1
8. Kompetensi | 1. Pegawai Kantor Unit Penvelenggara Bandar Udara
Pelaksana Kalimarau-Tanjung Redeb
2. Pegawai Bandara yang Memiliki Lisensi dan Rating
peralatan yang masih berlaku
3. Pegawai Bandara yang Memiliki latar Dbelakang
pendidikan dan/atau pelatibhan dibidangnya
9. Pengawasan | Pengawasan internal berupa audit dtau inspeksi yang
internal dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin

kualitas (guality assurance) produk layanan,
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10. | Penanganan ~ . ) ;
P ", Teknis (perlu penanganan segera)
pengaduan, reT— & N
~ N lenis, N Diserahka
: ‘ f Pengaduan 4 . e N iserahkan ke
saran, dan '\ B J_,;—,‘* Masalali? b UnitTerkat
? > 4
masukan o R 5 Vi
N J'g"'
Y,
Non Teknis I
Dirapatkan oleh
Manajemen;
Perencanaan
Masalaly Bisa
. Diatasi?
Tidak "%
SELESAI ‘
11. | Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer (Non PNS)
Pelaksana

NO | PENDIDIKAN | JUMLAH

1. sSD -

2. SLTP -

3. SMA 75

4. D-1 s

5. D-II 5

6. D-11 9

7. D-IV/S1 6

8. 52 1
Jumlah 96
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12, | Jaminan

pelayanan

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau —
Tanjung Redeb memberikan kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan sesuai PM
178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna

Jasa Bandar Udara.

13. | Jaminan
keamanan
dan
keselamatan

pelayanan

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau
Tanjung Redeb menjamin bahwa semua pengguna jasa
akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit
Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau Taagjung Redeb
dengan baik, semuna jenis kegiatan akan dilaksanakan
dengan standar operasional prosedur yang telah
ditetapkan dan sestiai dengan peraturan yang berlaku.
Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar TUdara
Kalimarau Tanjung Redeb untuk menjamin keamanan
dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit
Penyelenggara Bandar Udara  Kalimarau  Tanjung
Redeb.

14. | Evaluasi
kinerja

Pelaksana

1. Penilaian DP3 oleli atasan langsungnye.

2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

Udara (PJP4U).

Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat

Rangkaian kegiatan Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan

Pesawat Udara,

NO

Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang mendasari

Penyelenggaraan pelayanan jasa pendaratan, penempatarn

dan penyimpanan pesawat hdara (PJP4U) di Kantor Unit
Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb
sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan;
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b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Talun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangar;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Kebandarudaraan;

d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun
2014 tentang Otrganisasi dan Tata Kerja Katitor Unit
Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri perhubungan Nomor PM 83
Tahun 2015;

e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun
2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139)
Tentang Bandar Udara (Aerodrome);

f Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun
2015 tentang Kegiatan Kepenguisahaan di Bandar Udara
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomer PM 187 Tahun 2015;

g. Peraturan Mernteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahiun
2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas
Bandar Udara secbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun
2016;

h. Perataran Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun
2015 tentang Standar Pelayanan Penggiina Jasa Bandar
Udara;

i. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Noemor
SKEP/347/XI1/ 1999 tentang Standar Rancang Bangun
dan/atau Rekayasa Fasilitas dan Peralatan Bandar
Udara;

j. Peraturan Direktur Jenderal Perlinbungan Udara Nomior
SKEP/91/2007 tentang Penilaian Kinerja Bandar Udara;

k. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor
KP 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional
PS Bagian 139-11 Lisensi Personel Bandar Udara.
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2. | Persyaratan 1. Memiliki Izin Rute
Pelayanan 2. Memiliki Slot Time
3. Memiliki izin terbang (Flight Appraval)
3. Sistem,
mekanisme
dan prosedur
Peimohanan =
Kepala UPBUY
Setuju
Pembierian,
persetijian 2lok
fime
Wenyampaikan
PersETuluEn 2
“terbung dar Ditien
Hubud
v
Beesama:samal
membust Servics | —
Levalisgraament
v
barpperasidi
banars.
4. | Jangka waktu | Sesual dengan SOP AMC
Penyelesaian
Biaya/ taril Sesual dengan peraturan tarifl PNBP/BLU
Produk 1. Jasa Pendaratan Pesawat Udara
Pelayanan 2, Jasa Penempatan Pesawat Udara
3. Jasa Penyimpanan Pesawat Udara

www.peraturan.go.id
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Sarana, B 7 Juinlah
prasarana, No. Alat Uji/ Ukur/ Instriimen Ui
danyara 1 Runiay Light 1 Set
Rsiiras 2 | Approach Light 1 Set

3 PAPI 1 Set

4 Taxiway Light 1 Set

S ADGS 2

& R. AMC 1

7 Flood Light 4

8 Garbarata 2

9 Pos Access Control 2

10 Runway 1

11 Taxnvay 2

12 Apron 1

13 Wind Direction Indicator 1
Kempetensi 1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
Pelaksana Kalimarat Tanjung Redeb;

2.Pegawai Bandara yang Memiliki Lisensi dan Rating
peralatan yang masih berlaki;
3. Pegawal Bandara yang Memiliki latar belakang pendidikan
dan/atau pelatihan dibidangnya.

Pengawasarn Penigawasan internal berupa audit atau imspeksi yang
mternal dilaknikan dalam interval waktu tertentu untuk menjaniin

kualitas (guality assurance) produk layanan.
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10. | Penanganan _
pengaduan, e > A .~ :I:eknls (p.erlq penangan segera)
saran, dan WP P Ry
S o R—_ | ~__,"l". l‘.""é i

Non Tekris 1
Dirapatkan
oleh
Manajemen/
: " Masatih Bisa 7
Tidak " TIEIEETE
SELESAL
11. |Jumlah Pegawal Negeri 8ipil dan Pegawai Honorer (Non PNS)
pelaksana
NG PENDIDIKAN JUMLAFL
1. sD -
2. SLTP -
3. SMA 75
4. D-1 -
3. D-I1 S
6. D-II1 9
7. D-IV/S1 6]
8. 52 1
Jumlah 96

12, | Jaminan KP 39 Tahur 2015 tentang standar teknis dan operasi PKPS
pelayanan bagian 139 vol. 1 tentang Bandar Udara.

13. | Jaminan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau
keamanan dan Tanjung Redeb menjamin baliwa semua perigguna jasa akai
keselamatan mendapatkan pelayanan di  Kantor Unit Penyelenggara
pelayanan Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb dengan baik,
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semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar
operasional prosedur yang telaly ditetapkan dan sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Komitmern Kantor Unit
Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb
untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap
pengoperasian  Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

Kalimarau Tanjung Redeb.

14. | Evaluasi 1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.
kinerja 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
Pelaksana
3. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi

Bandar Udara.

Rangkaian Penggunaan Bandar Udara yang menggunakan sarana dan

prasarana bandar udara namun pelaksanaannya di huar jam operasi

bandar udara.

NO ROMPONEN

LRAIAN

Dasar Hukum

Peraturan perundang-uindangan yang mendasari

penyelenggaraan  Pelayanan Jasa  Penggunaan

Bandar Udara di Luar Jam ‘Operasi Bandar Udara di

Kantor Unit Fenyelenggara Bandar Udara Kalimarau

Tanjung Redeb sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penérbangan ;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahnn 2001
tentang Keamanan dan Keselamatan
Penerbangan,

c. Peraturan Pemerintah Nemor 70 Talun 2001
tentang Kebandarudaraan;

d. Peraturan Menteri Perhubungan  Republik
Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2015;
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¢, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55
Tahun 2015 ftentang Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Awviation
Safety Regulations Part 139) Tentang Bandar
Udara (Aerodrome);

1. Peraturan Menteri Perhubungath Nomor PM 77
Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi
Fasilitas Bandar Udara sebagaimana telaly
diubah dengan Peraturar Meriteri Perhubungan
Nomor PM 92 Tahun 2016;

g. Peraturan Menteri Perhubungan Neomor PM 178
Tahun 2015 tentang Standar Pelayanat
Pengguna Jasa Bandar Udara;

h. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor 8kep/347/XI[/1999 tentang Standar
Rancang Bangun Dan/Ataun Rekayasa Fasilitas
dan Peralatan Bandar Udara;

i, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor Skep/91/2007 tentang Penilaian Kinerja
Bandar Udara;

j. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor KP 21 Tahun 2015 tentang Pedoman
Teknis Operasional PS Bagian 139-11 Lisensi

Personel Bandar Udara.

2. | Persyaratan 1. Memiliki [zin Rute
Pelayanan 2. Memiliki Slet Time
3. Memiiliki izin terbang (Flight Approval)

4. Memenuhi syarat operasi bandar udara

3. | Sisteni,
mekanisme

dan prosedur

Pemberianpesstujuan —
pemberiar Hlght Appreval

!

www.peraturan.go.id



=3 2016, No. 1516

Menyanipatkan
persetujuen iz terbang,
dariiBitien Hubug

'

Kepala URBU. koordinas]
denganunftkerfaterkalt

!

ayrlines Dapat etakukan
penggunaan bandaraid|ar
Jam eperast

Jangka waktu Sesuai dengan SOP AMC
Penyelesaian
Biaya/tarif ‘Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU
Produk Penambahan Jam Pelayanan Operasi Bandar Udara
Pelayanan
Sarana, Jumlal
e — No. Alat Uji/\Ukur/Instromen (Uit
dan/atau 1 Rurivay Light 1 Set
fsilitas 2 Approach Light 1 Set
3 PAPI 1 Set
4 Taxiway Light 1 Set
5 ADGS 2
G R. AMC (¥
7 Flood Light 4
8 Garbarata 2
9 Pos Access Control 2
10 Runway 1
11 Taxiway 2
12 Apron 1
13 Wind Direction Indicator 1
Kompetensi 1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
Pelaksana Kalimarau Tanjung Redeb;

2. Pegawai Bandara yang Memiliki Lisensi dan Rating
peralatan yang masih berlaku;
3. Pegawai Bandara vyang Meniiliki latar Dbelakang

pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya.
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Q. Pengawasan Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang
internal dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk
menjamin kualitas (quality assurance) produk layanan,
10. | Penanganan
pengaduan, P e W, Teknis:(perlupenangan segera)
sararn, dan o~ - 7"1 -~ Jenis .‘?L"-. Diserahkanike
q‘- Pengaduan Y Vasalah? | rankan:
miasukan o —— "°-.*_ i - Unit |.erka|’[
Non Teknis l
Dirapatkan
aleh
Manajemen/
Masalah Bisa
Tidak = Diatasi?
SELESAL
11. | Jumlah NO | PENDIDIKAN | JUMLAH | Pegawai Negeri Sipil
Pelaksana 1. SD - dan Pegawai
0. SLTP - Honorer (Non PNS)
3. SMA T8
4. D-1 -
3. D-11 3
6. D-III 9
7. D-IV/$81 6}
8. 82 1
J umlah Q6
12. | Janiinan KP 39 Tahun 2015 tentang standar teknis dan operasi
Pelayanan PKFS bagian 139 wvol. 1 tentang Bandar Udara.
13. | Jaminan Kantor Unit Penyvelenggara Bandar Udara Kalimarau
keamanan dan Tatjung Redeh menjamin bahwa semua pengguna jasa
keselamatan akan mendapatkan pelayanan di Bandar Udara




s 2016, No. 1516

pelavanan Kalimarau Tanjung Redeb dengan baik, semua jenis
kegiatan akan  dilaksanakan dengan — standar
operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit
Penyelenggara Bandar Udara  Kalimarau Tanjung
Redeb untuk menjainin keamanat dan keselamatan
terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara

Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb:.

Evaluasi 1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.
kinerja 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

Pelaksana

Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (Altermnate

Aerodrome)
KOMPONEN | [TRAIAN
Dasar Peratiran perundang-nndangan vang mendasari
Hukum penyelenggaraan Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara

Alternatif (Alternate Aerodrome) di Kantor Unit Penyelenggara

Bandar Udara Kalimaran Tanjung Redeb sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahuno 2009 tentang
Penerbangan;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;

¢. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2001 tentang Kebandarudaraar;

d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana telah
diubalh  terakhir dengan  Peraturan  Menteri
Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2015;

e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomoer PM 53 Tahinn
2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan
Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part

139) Tentang Banddr Udara (Aerodrome);
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.

Peraturan Menteri Perliubungan Nomor PM 77 Tahun
2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas
Bandar Udara sebagaimana telali diubali dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun
2016;

Peraturan Merteri Perhubungan Nomior PM 178
Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna
Jasa Bandar Udara;

Peraturan Menteri Perhubungan Nemor PM 189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan;

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor Skep/347 /X11/ 1999 tentang Standar Rancang
Bangun Dan/Atau Rekayasa asilitas dan Peralatan
Bandar Udara:

Peraturan Direktur Jenderal Peérhubungan Udara
Nemor Skep/91/2007 tentang Penilaian Kinerja
Bandar Udata;

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Neomor KP 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis
Operasional PS8 Bagian 139-11 Lisensi Personel

Bandar Udara.

Persyaratan

Pelayanian

1. Memiliki Izin Route
2. Memiliki Slot Time
3. Memiliki izin terbang (Flight Approval)

4, Memenuhi syarat operasi bandar udara
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Sistem, ATS menyampalkap infarmas] the
. \pargEunEan bands: ydars sebagai
mekanisme At TEEARTHAE il

dan prosedur

" Miasth dafam jam
.gpgﬂsl Il : -

= Anallsa kestapan Sperasi :

Palaksanaan Altermate Asrodrome

Bandara udafz

f

Jangka Sesuai dengan SOP AMC

waktu

Penyelesaian

Biaya/ tarif Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU

Produk Pelayanan sebagai Bandar Udara Alternatif

Pelayanan

Sarana, - Jumlah

prasarana, 1, st Tl (Unit)

dan/atau | | Runway Light 1 Set

fasilivas 2 Approach Light 1 Set
3 PAPT 1 Set
4 Taxiway: Light 1 Set
5] ADGS 2
6 R. AMC 1
7 ‘Fiood Light 4
8 Garbarata 2
9 Pos Access Conirol 2
10 Runway 1
11 Taxiway 2
12 Apron 1
13 Wind Direction Indicator 1

www.peraturan.go.id
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8. |Kompetensi | 1. Pegawai Bandar Udara Kalimarau - Tanjung Redeb

Pelaksana 2. Pegawal Bandara yang Memiliki Lisensi dan Rating
peralatan yang masih berlaku

3. Pegawai Bandara yvang memiliki latar belakang pendidikan

dan/atau pelatihan dibidangnya

9. Pengawasan | Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang
internal dilakukan dalam interval waktu tertentu vntuk menjamin
kualitas (guality assurance) produk layvanan,

10, | Penanganan ‘ -
rd‘", Teknis (perll penanganan segera)

i ,
] Ll | ' * .-*
pengaduan, — T ——
N ] r = B " b Digerahkan ke
saran, dan Pengaduan ”  w %, wnian
£ asalah? ; i
T I[u P ua® 2 Uit Terkait
masukan 1 g S N ”
= .y ”
N~
Non Teknis l
Dirapatkan oleh
Mamnajemen/
Perencanaan

Masalab Bisa
Diatasi?

Tidak %

SELESAIL

www.peraturan.go.id
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11, | Jumlah NO PENDIDIKAN JUMLAH Pegawai Negeri
pelaksana 1. 3D B Sipil dan
o SLTP _ Pegawai Honorer
3 SMA -5 (Non PNS)
4. D-1 =
5. D-II 5]
6. D-1 9
7. D-IV/81 6
8. S2 1
Jumlah 96
12. | Jaminan KP 39 Tahun 2015 tentang standar teknis dan operasi PKPS
pelayanan bagian 139 vol. 1 tentang bandar udara
13. | Jaminan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarawu
keamanan Tanjung Redeb menjamin bahwa semua pengguna jasa akan
dan mendapatkan pélayvanan di  Kantor Unit Penyeélenggara
keselamatan | Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb dengan baik,
pelayanan semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar
operasional prosedir vang telah ditetapkan dan sesuai
dengan peratnran yang berlakn. Komitmen Kantor Unit
Penyelenggara Bandar Udara Kalimaraun Tanjung Redeb
untok menjamin keamanan dan keselamatan terhadap
pengoperasian  Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
Kalimarau Tanjung Redeb.
14. | Evaluasi 1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.
kinerja 2 Bvaluasi pencapaian sasaran kinerja.

Pelaksana

2016, No. 1516
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5. Pelayanan Jasa Peniakaian Garbarata
NO | KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum | Peraturan perundang-undangar yaig mendasari

penyelenggaraan Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata di
Kantor Umit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau
Tanjung Redeb sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Talhmun 2009 tentang
Penerbangan,

b. Peraturan Pemerintali Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;

¢. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Kebandarudaraan;

d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Uit
Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana telah
dinbah  terakhir dengan  Peraturan  Menteri
Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2015;

e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahumn
2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan
Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part
139) tentang Bandar Udara (Aerodrome);

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun
2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas
Bandar Udara sebagaimana telalh diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun
2016;

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178
Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna
Jasa Bandar Udara;

h. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor Skep/347 /X 1999 tentang Standar Rancang
Bangun Dan/Atau Rekayasa Fasilitas dan Peralatan
Bandar Udara;

i, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan TUdara

Nomor S8kep/91/2007 tentang Penilaian Kinerja
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Bandar Udara;

m. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor KP 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Tekuis
Operasional PS8 Bagian 139-11 Lisensi Personel

Bandar Udara.

Persyaratan  (Terdapat garbarata yang memenuhi standar pelayanan

Pelayanan

Sistem,
mekanisme:

dan prosedur

N

e i

Jangka waktu | Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya

Penyelesaian

Biaya/tarif Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU

Produk Pelayanan dalam rangka penggunaan fasilitas garbarata di

Pelayanan bandar udara dengan tata cara sesuai peraturan yang
berlaku

Sarana, Sarana, Prasarana dan/atau Jumlah

prasarana, No. Fasilitas (Unit)

ot faten. 1 Garbarata | 2|

fasilitas 2 Push Back Car 2

Kompetensi 1. Pegawai  Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

Pelaksana Kalimarau Tanjung Redeb;

2. Pegawai Bandara yang memiliki Lisenisi dan Rating
peralatan yang masih berlaku ;

3. Pegawai Bandara yang Memiliki latar belakang
pendidikan dan/atan pelatihan dibidangnya.

www.peraturan.go.id
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Q. Pengawasan | Pengawasan infernal berupa audit atau inspeksi yang
internal dilakukan dalam interval waktu fertentu untuk menjamin
kualitas (guality assurance) produk layanan,
10. | Penanganarn
pengaduan, _..w""‘" S Teknis (perlu penanganan segera)
saf@, dan ( : jeii;-m! 2 :u_’d: sz';fjh, .m_;';»_{ Dﬁr?i;a;sz;il:e
masukan ’ ~.,~“ o ———
Non Teknis [
Dicapsikan dleh
Manajemen/
Perencanaan
; F Masalah Bisa
Tidak %% Diatasi?
11. | Jumlah NG PENDIDIKAN JUMLAH Pegawai Negeri
pelaksana 1. a7 _ Sipil dan Pegawai
5, SLTD ~ Honorer (Noit PNS)
3. SMA 75
4. D-1 -
8. D-II 5]
6. D-I11 9
7. D-IV/81 6
8. S2 1
Jumlaly 96
12. | Jaminan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau
pelayanan Tanjung Redeb memberikan kepastian pelayanarn
dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
13. | Jaminan Kantorr Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau
keamanan Tanjung Redeb menjamin bahiwa semila pengguna jasa
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dan akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit
keselamatan Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb
pelayanan dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan
dengan standar operasional prosedur vang felah
ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Komitimernn Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
Kalimarau Tanjung Redeb untuk menjamin keamanan
dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit

Penyelenggaira Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb,.

14. | Evaluasi 1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.
kinerja 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinergja.
Pelaksana

6. Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan

NO | KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar lukum | Peraturan perundang-undangan yang mendasari

penyelenggaraan Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat

Pelaporan Keberangkatan di Kantor Unit

Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau Tanjung

Redeb sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor | ‘Tahun 2009 tentang
Penerbangan;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001
tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan,

¢. Peraturan Pemerintahh Nomer 70 Tahun 2001
tentang Kebandarudaraan,

d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
sebagaimaria telali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83
Tahun 2015;

e, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77
Tahun 2013 tentang Standarisasi dan Sertifikasi

Fasilitas Bandar Udara sebagaimana telah diubaly
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dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
92 Tahun 20 16;

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89
Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan
Penerbangan (Delay Management) pada Badan
Usaha Angkutatn Udara Niaga Berjadwal di
Indonesia;

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178
Tahun 2015 tentang Standar Pelayvanan Pengguna
Jasa Bandar Udara;

h. Peraturan Direktur Jenderal Perlnibungan Udara
Nomor Skep/847/XI1/1999 tentang Standar
Rancang Bangun Dan/Atau Rekayasa Fasilitas dan
Peralatan Bandar Udara;

i. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Tidara
Nomor Skep/91/2007 tentang Penilaian Kinerja
Bandar Udara;

j- Perawuran Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor KP 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis
Operasional PS Bagian 139-11 Lisensi Personel

RBandar Udara.

S

Persyaratan

Pelayanan

Tersedianya check in counter yang memenuli persyaratan
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Sistem,
mekanisme

dan prosedur

Jangka waktu

Sesuai dengan PM 89 Tahun 20135

Penyelesaian

Biayay/tarif | Sesuai dengan tarif PNBP /BLU

Produk Penyediaan fasilitas Check-in Counter

Pelayanan

Sarana,

prasarana,

dan/atau No.

fasilitas .
1 | Counter Check In desk 13
2 Converjor 13
3 | Timbangan Conveyor 13
4 Counter Information Display: 16
5 | AC Central 1

Kompetensi 1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

Pelaksana Kalimarau Tanjung Redeb;

www.peraturan.go.id
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2. Pegawai Bandara yang Memiliki Lisensi dan Rating
peralatan yang masih berlaku;
3. Pegawai latar

Bandara yang Memiliki belakang

pendidikan dan/atau pelatihan dibidangiya.

9. Pengawasan Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang
internal dilakiikan dalam interval wakta tertenfu untuk ménjamin

kualitas (quality assurance) produk layanan.

10, | Peyangaman - ", Teknis (perlu penangan segera)
pengaduan, P Y R ™ "R N g
saran, dan l*-,,_ zemg_imiai i fri_w“.ki.‘ Masalah? {,.-"’_.f Uriit Terkait
masukat o | |

Non Teknis 1
Dirapatkan
oleh
Manajemen/
" Masalah Bl's_a .
Tidak Biamast
| SELESAI |
11. | Jumlah NO | PENDIDIKAN | JUMLAH Pegawai Negeri Sipil
pelaksana 1. SD _ dan Pegawai
2. SLTP ~ Homorer (Nom PNS)
3. SMA 75
4. D-I -
S. D-11 5}
G: D-111 9
Fe D-IV/S1 6
8. S2 1
Jumnilah 96
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12. | Jaminan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau
pelayanan Tanjung Redeb memberikan kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai dengan standar pelayaran
13. | Jaminan Kantor Unit Penvelenggara Bandar Udara Kalimarau
keamanan dan | Tanjung Redeb menjamin bahwa semua pengguna jasa
keselamatan akan mendapatkan pelayanan di Kantor Uit
pelayanan Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb
dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan
dengan standar operasional prosedur yang telah
ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Komitmen Kamtor Unit Penyelenggara Bandar Udara
Kalimarau Tanjung Redeb untuk menjamin keamanan
dan keselamatan terhadap pengeperasian Kantor Unit
Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb.
14, | Evaluasi 1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.
kinerja 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
Pelaksana
7. Pelayanan Jasa Kargo dan Pes Pesawat Udara
NO | KROMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum | Peraturan perundang-undangan yang mendasari

penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kargo dan Pes Pesawat
Udara, di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
Kalimarau Tanjung Redeb sebagai berikut:

a. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabhun 2009 Nomor 1, Tambalian Lembaran Negara
Republik [ndenesia Nomor 4956);

b. Peraturan Pemerintah Nomer 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;

¢. Peraturan Pemerintall Nomor 70 Tahun 2001

tentang Kebandardaraan;
d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor  Unit Udara

Penyelenggara  Bandar

2016, No. 1516
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h.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 20135;
Peraturan Menterli Perhubungan Nomor PM 56
Tahun 2015 tentang Kegiatan Kepengusahaan di
Bandar Udara sebagaimana telali diubah dengan
Peraturan Meriteri Perhubungan Nomor PM 187
Tahun 2015;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77
Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi
Fasilitas Bandar Udara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nemoer PM
92 Tahun 2016;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127
Tahun 2015  tentang  Program Keamanan
Penerbangan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomer PM 153
Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo Dan Pos
Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo Dan Pos
Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara

Peraturan Menteri Perhubungan Nomer PM 178
Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna
Jasa Bandar Udara;

Peraturan Direktur Jenderal Perhwubungan Udara
Nomor  Skep/347 /XIl/ 1999 tentang. Standar
Rancang Bangun Dan/Atal Rekayasa Fasilitas dan
Peralatan Bandar Udara;

Peraturan Dircktuir Jenderal Perhubungan Udara
Nomeor Skep/91/2007 tentang Penilaian Kinerja
Bandar Udara;

Peraturan Dircktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomer KP 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis
Operasional PS Bagian 139-11 Lisensi Personel

Bandar Udara,

2. | Persyaratan

Pelayanan

Tersedianya terminal kargo
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3. Bistem,
mekanisme
dan prosedur
Kepala UPBU
menganalisa
=
bisnis plan
4. | Jangka waktu | Sesuai dengan SOP Terminal Kargo
Penyelesaian
5. | Biaya/tarif Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU
6. | Produk Penyediaan Fasilitas Terminal Kargo
Pelayanan
7. | Sarana,
prasarana, . Sarana, Pt’a&arama dan/atan Jumlah
dan/atau Fasilitas (Unit)
fasilitas 1 Gudang Kargo 1
2 BTT 1
3 X-Ray Kargo 2
4 Walk Through Metal Detector L
5] Storage Cool Room: 1
G CCTV 1 Set
7 Ruang Pengendapan DG 1

www.peraturan.go.id
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8. Kompetensi 1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
Pelaksana Kalimarau Tanjung Redel;
2. Pegawal Bandara yang memiliki Lisensi dan Rating
peralatan yang masih berlaku;
3. Pegawai Bandara vyang Memiliki Ilatar belakang
pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya
8. Pengawasan Pengawasan interital Dberupa audit atau inspeksi yang
internal dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin
kualitas (quality assurance) produk layanan.
10. | Penanganan )
——T — ,.,.-"".‘." ‘* L‘T;e:‘knis (perlu penanganan segera)
|t oo e
masukan T k L""\_..-.*""”M 1
Noh Teknis l
Dirapatkan vleh
Manajemen/
Perencanaan
7 Masalah Bisa
Tidak Diatasi?
SELESAI
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Henorer (Non PNS)
11, | Jumlah NO | PENDIDIKAN JUMLAH
pelaksana 1. D B
2. SLTP -
3. SMA 75
4, D1 -
5. D-11 5
6. D-IM1 9
7 D-IV/81 6
3. S2 1
Jumlah 96
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12. | Jaminan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau
pelayanan Tanjung Redebh  memberikan kepastian  pelayanan
dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanar
13, | Jaminan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau
keamanan dan | Tanjung Redeb menjamin bhahwa semua pengguna jasa
keselamatan akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit
pelayanan Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb
Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau
Tanjurig Redeb dengan baik, semua jenis kegiatan akan
dilaksanakain dengan standar operasional prosedur yang
telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar
Udara Kalimarau  Tanjung Redeb antuk menjamin
keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian
Kantorr Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau
Tanjung Redeb.
14. | Evaluasi 1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungiiya.
kinerja 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
Pelaksana
8. Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
NO KOMPONEN URATAN

Dasar Hukum

| Peraturan perundang-undangan yang mendasari
penyelenggaraan Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana
dan Prasarana di Bandar Udara Berdasarkan Tugas
dan Fungsi di Kantor Unit Penyelenggara Bandar
Udara Kalimarav Tanjung Redeb sebagai berikut:

a, Undang-Undang Nomior 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan;

b. Peraturan Pemerintahh Nemer 3 Tahun 2001
teritang Keamanan dan Keselamatan
Penerbangan;

c. Peraturan Pemterintahh Nomor 70 Tahun 2001

teritang Kebandarudaraann;

2016, No. 1516
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h.

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Unit Penyelenggara Bandar TUdara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Perhubungan Nomer PM 83 Tahun 2015;

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomior PM 56

Talhun 2015 tentang Kegiatan Kepengusahaan di
Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhiuburigan Nomor PM 187
Tahun 2015;

Peraturan Menteri Perhubungan Nemor PM 77
Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi
Fasilitas Bandar Udara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 92 Tahun 2016;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178
Talhun 2015 tentang Standar Pelayanan
Pengguna Jasa Bandar Udara;

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nemor Skep/347/X11/1999 tentang Standar
Rancang Bangun Dan/Atau Rekayasa Fasilitas
dan Peralatan Bandar Udara;

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor Skep/91/2007 tentang Penilaian Kinerja
Bandar Udara;

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor KP 21 Tahun 2015 tentang Pedoman
Teknis Operasional PS8 Bagian 139-11 Lisensi

Persenel Bandar Udara.

Persyaratan

Pelayanan

Tersedianya sarana dan prasarana
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Bistem,

mekanisme

dan prosedur

Kepala UPBY

‘menganalisa

- berdasarkan’
| bisnis plan’

Jangka waktu | Sesuai dengan perjanjian/ kontrak kerjasama

Penyelesaian

Biaya/tarif Sesuai dengan taril PNBP/BLU
Produk a. Sewa tanah dan ruangan
Pelayanan b. Konsesi

a) Konsesi pengisian bahan bakar pesawat udara (fuel

Through Put)
b) Konsesi atas pengusahaan tanah dan ruangan

c) Kensesi penyimpanarn kendaraan berinotor
d) Konsesi penyewaan space iklan yang disewakan
kembali
c. Shooting film,; pemotretan dan promosi

d. Penggunaan traktor pendorong pesawat/ push back

tractor

www.peraturan.go.id
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7. Sarana, Sarana, Prasarana dan/atau Jumlah
prasarana, e Fasilitas (Unit)
Sy faran 1 | Ruangan 40
fasilitas Lahan 1
5 Konsesi atas Pengusahaan 1
Pengisian BBM Pesawat
4 Neon Box 9
5 Bill Board
6 Trolly (Sticker) 50
7 Tempat Patrkir 1
8. Konipetensi 1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
Pelaksana Kalimarau Tanjung Redeb;
2. Pegawai Bandara yang Memiliki Lisensi dan Rating
peralatan yang masih berlaku ;
3. Pegawai Bandara yang Memiliki latar belakang
pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya
9. Pengawasan Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang
internal dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin
kualitas (quality assurance) produlk layanan.
10. Penanganan . ]
pengaduan, - — .,-"".'. .".._J‘I'ciknis (perlu penangan segera)
saran, dan ":,, _PRIERD J‘"" “’-: Miianljjh? ,: {Eﬁ:ﬁ;&e
RS- . F
masukan N
Non Teknis l
Dil'a;;atkag
oleh
Manajemen/

Masalah Bisa
Diatasi?

Tidak

SELESAL
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11.

Jumialy

pelaksana

NO PENDIDIKAN JUMLAH Pegawai Negeri
sD - Sipil dan

=

STTP _ Pegawai Honorer
(Non PNS)

SMA 75

D-I -

o ) S

D-1I

Ul

D-II 9
D-IV/S1 6

®| N e

S2 1

Jumlah 96

2.

Jaminan

pelayanan

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau
Tanjung Redeb memberikan kepastian pelayanan

dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan

13.

Jaminan
keamanan dan
keselamatan

pelayanan

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau
Tanjung Redeb menjamin baliwa senua pengguna jasa
akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit
Penyelenggara Bandar Udara Kalimaran Tanjung Redeb
dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan
dengan standar operasional prosedur yang telah
ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
Kalimarau Tanjung Redeb untuk menjamin keamanan
dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit

Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb.

14.

Evaluasi
kinerja

Pelaksana

1. Penilaian DP3 cleh atasan langsungnya.

2. Bvaluasi pencapaian sasaran kinerja.

2016, No. 1516
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Izin Masuk Daerah Terbatas dan Keanianan Terbatas

NO

KOMPONEN |

Dasar Peraturan  perundang-undangan  yang  mendasari

Hulkum penyelenggaraan Pelayanan Izin Masuk Daerah Terbatas

a.

h.

dan Keamanan Terbatas di Kantor Unit Penyelenggara

Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb sebagai berikut:

Undang-lUndang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penierbangan;

. Peraturan Pemerintahh Nemor 3 Tahun 2001 tentang

Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 fentang

Kebandarudaraarm;

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33

Talhun 2015 tentang jalan masuk ke daerah
keamanan terbatas di bandar udara dan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 167 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor  Unit Penyelenggara  Bandar  Udara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Talwun 2015;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77
Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi
Fasilitas Bandar Udara sebagaimana telah diubaly
dengan Peraturan Menteri Perhuburnigan Nomor PM
92 Tahun 20 16;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomer PM 127
Tahun 2015 tertang Program Keamanan
Penerbangan Nasional sebagaimana telah diubah
dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178
Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna
Jasa Bandar Udara;

Peraturan Direktur Jenderal Perliubungan Udara
Nomor  Skep/347/XI1/1999  tentang  Standar
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Rancang Bangun Dan/Atau Rekayasa Fasilitas dan
Peralatan Bandar Udara;

j. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Tdara
Nomor Skep/91/2007 fentang Penilaian Kinerja
Bandar Udara;

k. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor KP 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis
Operasional PS Bagian 13%9-11 Lisensi Personel
Bandar Udara.

Persyaratan | 1. Surat pernyataan dari atasan di tempat pemohon bekerja
Pelayanan 2. Daftar riwayat hidup

3. Identitas diri (KTP,Paspor atau KITAS)

4. Background check dari kepoelisian, surat keterangai
catatan kepolisian (SKCK) kecuali bagi pegawai instansi
pemerintah dan pegawai badan usaha milik negara; dan

3. 8K Pegawai atau kontrak kerja

Sistem,
mekanisme

dan prosedur

Jangka Sesuai dengan SOP PAS Bandara

walktu

Penyelesaian

Biaya/tarif | Sesuai dengan tarif PNBP/BLU

Produk Tanda izin masuk dacrah terbatas dan daerah keamanan

Pelayanan

terbatas bagi orang dan kendaraan

www.peraturan.go.id
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7. Sarana, Sarana, Prasarana darn/atau Jumlali
prasarana, s Fasilitas (Unit)
dam/fas 1 Background Warna 1
Tasilitas 2 Mesin Cetak Pas Bandara 2

3 Kamera 2
=l Komputer 1
) Meja dan kursi 1 Set

8. Kompetensi L. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
Pelaksana Kalimarau Tanjung Redeb;

2. Pegawal Bandara yang Memiliki Lisensi dan Rating
peralatan yang masih berlaku ;

3. Pegawai Bandara yang Memiliki latar belakang pendidikan
dan/atau pelatihan dibidangnya.

9. Pengawasan | Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang
internal dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin

kualitas (quality assurance) produk layanan.

10. Penanganarl 5 _N,."e‘-.‘.f Teknis (perly, penanganan segera)
Pﬁngadlflaﬂ, [”'. %c:ngadu;:i!—“'- .1-"";{ Jens ".'4'\ U Diserahkan ke
saran, dan _ ;,,r:‘_’ S Masalah? o “‘hj‘ Unit Terkait
masukan in._r s ‘

Non, Teknis
Dirapatkan oleh
Manajemen/
Perencanaarn

Tidak

U SELESAI
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11. | Jumlah NO PENDIDIKAN JUMLAH Pegawai Negeri
pelaksana 1. 3D _ Sipil dan Pegawai
9. SLTP _ Honorer (Non
. SMA 75 PNS)
. D-I -
@ D-IT o
6. D-11 9
7. D-IV/81 6
8. 52 1
Jumlah 96
12. | Jaminan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau
pélayanan Tanjung Redeb  memberikan  kepastian  pelayanan
dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
13. | Jaminan Kantorr Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau
keamanan Tanjung Redeb menjamin bahwa semua pengguna jasa
dan akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit
keselamatan | Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb
pelayanan dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan
dengan standar operasional presedur yang telah ditetapkan
dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitnien
Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara RKalimarau
Tanjung Redeb untuk menjamin keamanan dan
keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit
Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb.
14. | Evaluasi 1. Penilaian DP3 colel atasan langsungnya.
kinerja 2. Evaluasi pencapaian sasaran Kinerja.

Pelaksana

2016, No. 1516
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BABV
PENUTUP

Standar pelayanan menipakan patokan dan indikator pencapaian Kinerja
vang dicanangkan sebagai standar pelayanan pengoperasian bandar ndara.
standar pelayanan sebagai hak keonstitusional, larus menjadi prieritas
dalam perencanaan dan penganggaran, Selanjutnya dengan prioritas
tersebut, dibarapkan standar pelayanan yang diberikan kepada pengguna

jasa selalu meningkat,

Standar pelayanan sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini juga
merupakan pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
terntang Pelayanan Publik,

Dengan disusunnya standar pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar
Udara Kalimarau Tanjung Redeb diharapkan dapat menjadi acuian pétligas
dan unsur terkait dalam pelaksanaan pelayanan pengoperasian bandar
udara. Hal yang belum tercantum dalam standar pelayanan ini akan

ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlakid

Keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan linglkungan organisasi
penyelenggara pelayanan publik ditenitukar oleh komitmen dan Konsistensi

para pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

BUDI KARYA SUMADI
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTER] PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 127 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR
UNIT PENYELENGGARA BANDAR
UDARA KALIMARAU TANJUNG REDEB

MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini, Kami Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb
menyatakan sanggup menyelenggarakan pelavanan sesual dengan standar
pelayanan yang telall ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap
menerima sanksi sesnai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

ALokasi)......, ...dd/mm/y¥)......

(NAMA LENGKAP)

MENTER] PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI



